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KEPUTUSAIY KOMISI PEMILIIIAIY I'}IUM
I(ABI'PATEN PACITAN

KEPUTUSAIT KO}IISI PEMILIIIAIT UMUM
KABUPATEIY PACITAN

IIOMOR : 1O5/HK .M.2-IKpt/I(PU.Kab I X t 2Ot9

TENTAITG

JII}IL/UI }IINIMT'M DUKUITGAIY PERSYARATAN DAN PERSEBARAIY
PASANGAIT CAI,OT PERSEORAIYGAIV

PADA PEUILITIAIT BUPATI DAJT ITAIUL BUPATI PACITAN
TAHI'IV 2U2O

I(ETUA KOMISI PE}IILIIIAN UMUM KABUPATEIT PACITAN,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4t ayat (2) huruf
b dan humf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 2or5
tentang Penetnpan peraturan pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ot4 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan warikota menjadi
undang-undang sebagaimana terah beberapa kari
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016, menyatakan bahwa calon perseorangan
dapat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan
calon wakil Bupati serta calon wali Kota dan calon
wakil wali Kota jika memenuhi syarat dukungan
jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan
termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah
bersangkutan pada pemilihan Umum atau pemilihan
sebelumnya yang palins akhir di daerah bersangkutan,
dengan ketentuan kabupaten/kota, dengan jumrah
penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap
lebih dari 25o.ooo (dua ratus lima puluh ribu) sampai
dengan Soo.ooo (lima ratus ribu) iiwa harus didukung
paling sedikit 8,So/o (delapan setengah persen), dan
jumlah dukungan tersebar di lebih dari so/o (lima
puluh persen) iumlah kecamatan di kabupaten/kota
dimaksud;
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b.bahwa berdasarkan.
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b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan
Komisi Pernilihan Umum Nomor 3 Tahun 2Ol7 tentang
Pencalonan Pernilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pernilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017,
menyatakan bahwa KPU Provinsi/KlP Aceh dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan
berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi
Pasangan Calon Perseorangan dengan Keputusan KpU
Provinsi/KlP Aceh atau Keputusan KpU/KIp
Kabupaten /Kota;

c. bahwa untuk melaksanakan Rrtusan Mahkamah
Konstitusi Nomor S4/PUU-XIV 12016 dan dibacakan pada
tanggal 14 Juni 2OL7 yang menyatakan bahwa syarat
untuk menjadi pendukung pasangan calon perseorangan
tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam
DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telatr
merniliki hak pilih;

d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b dan c, Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten pacitan perlu
menetapkan jumlah minimum dukungan persyaratan
dan persebaran Pasangan calon perseorangan pada
Pemilihan Bupati dan wakil Bupati pacitan tahun
2o2o dengan surat Keputusan Komisi pemilihan
Umum Kabupaten pacitan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O1S tentang
Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang_
Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang pemilihan
Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang_
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol5 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56s6) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang_
Undang Nomor lO Tahun 2016 tentang perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20fs
tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ot6 Nomor l3O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5g9S);

Undang-Undang Nomor T Tahun 2OLT tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OlT Nomor lg2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61O9);

Mengingat 1

3. Peraturan Komisi
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3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2OI7 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 826)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2Ol7 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 1586);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2Ol9 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OLg Nomor 32Ol;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2Ol9 tentang Tahapan, program dan Jadwal
Penyelenggara€rn Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan wakil wali Kota Tahun 2o2o (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 905);

6. Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten
Pacitan Nomor lO3/HK.O4.2-Kpt/ KpU.Kab/IX/ 2}tg
Tentang Tahapan, program Dan Jadwal
Penyelenggaraan pemilihan Bupati Dan wakil Bupati
Pacitan Tahun 2O2O.

54/PUU-

2. surat Komisi Pemilihan Umum Nomor rgtr lpL.ol.g-
SD/O6IKPU /txl2}tg tanggal 3 September 2}tg
perihal Tahapan pencalonan pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2O2O;

3. Surat Komisi pemilihan Umum Nomor Lgs2/pL.O1.g-
SD/O6IKPU ll)/.l2}tg tanggal 9 September 2Ot9
perihal Ralat surat Ketua Kpu Nomor rgrr /pl,.ol.9-
sD/06/KPU /rx/2ote;

4. surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2og6/pL.a2.4-
sD/ol IKPU /xl2org tanggal 22 oktober 2or9 perihal
Pedoman Jumlah pemilih dalam Dpr dan sebarannya
yang menjadi syarat penentuan Batas Minimum
Persyaratan Dukungan calon perseorangan dan
Penambahan lnformasi pada Formulir B. 1. KWK
Perseorangan pada pemilihan Kepara Daerah
Serentak 2O2O;

Memperhatltaa : l. putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
){IV /2Ot6 tanggal 14 Juni 2Ot7;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

I(EHGA

KEE}IPAT

5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pacitan Nomor 144 lBAllI.l 2019 Tanggal
26 Oktober 2Ot9 tentang penetapan jumlah minimum
dukungan persyaratan dan persebaran Pasangan
Calon Perseorangan berdasarkan rekapitulasi DpT
Pemilu terakhir pada Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Pacitan tahun 2O2O.

MEMUTUSI(AN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PACITAN TENTANG JUMI.,AH MINIMUM DUKUNGAN
PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PACITAN TAHUN 2O2O.

Menetapkan Rekapitulasi Daftar pemilih Tetap (Dpr)
Pemilihan umum/pemilihan Terakhir sebagai dasar
penghitungan syarat dukungan pasangan Calon
Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati
Pacitan tahun 2o2o adalah sebesar 4zt.o6l- (empat ratus
tujuh puluh satu ribu enam puluh satu) pemilih;

Menetapkan penghitungan jumlah minimum dukungan
persyaratan Pasangan calon perseorangan adalah paling
sedikit 8,5o/o (delapan setengah persen) dari jumlah Daftar
Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU yang setara dengan 4O.O4O,lgS (empat puluh
ribu empat puluh koma satu delapan lima) pemilih atau
dengan pembulatan ke atas atau sejumlah 4o.o41 (empat
puluh ribu empat puluh satu) pemilih;

Jumlah dukungan persyaratan pasangan calon
Perseorangan sebagaimana dimaksud pada Diktum
KEDUA paling sedikit tersebar di lebih dari so% (lima
puluh persen) dari t2 (dua belas) kecamatan di
Kabupaten Pacitan atau sekurang-kurangnya T (tujuh)
kecamatan di wilayah Kabupaten pacitan;

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya
keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kebutuhan
Biaya (RKB) Pemilihan Bupati dan wakil Bupati pacitan
Tahun 2O2O yang bersumber dari ApBD;
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I(ELIMA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 26 Oktober 2OL9

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

SULIS STYORINI

ttd.
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